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TINDAK PIDANA DI BIDANG
'HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semenjak Indonesia tergabung dalam organisasi perdagangan dunia
WTQ (World Trade Organization) pada tanggal 14 Aprit 1994, Indonesia
terikat untuk mentaati dun melaksanakan seluruh . persetujuan yang telah
ditandatangani, antara lain adalah Agreement on Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rxght (TRIPs), Dalam persetujuan TRIPs tersebut
memberikan Konsckwensi  negara  perserta  untuk  menelapkon  standart
minimal untuk perlindungan dan penegakan hukum d1 bidang Hak Atas -

* Kekayaan Intelektual (HaKD.

Schagai konsckwensi dari keikut sertaan u,r:-.c,but telah dikeluarkan

| beberapa undang-undang dibidang HaKlI , antara lain : |
1. UUNo. 14 Talun 2001 Tentang Paten |

2. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek -

3. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta |

4. UU No. 29 Th 2000 tentang perlindungan varictas l'm'lman
5. UU No. 30 Th 2000 tentang rahasia dagang .

- 6. UU No. 31 Th 2000 tentang Desain Industri .

7. UU No. 32 Th 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit [‘Lrpadu
Keberadadn undang-undang tersebut di atas diherapkan ukan dapat

* memeberikan perlindungan dan jaminan® hukum yang adil dari setiap
- pelanggaran hukunt dibidang hak atas kekayaan intelektual {HaK1). Menurut

sifatnya ketujuh undang-undang di bidang HaKI tersebut pada dasarnya

merupakan undang-undang dibidang hukum administrasi, sekalipun

didalamnya juga ditemukan pengaturan tentang hukum pidana,

Dalam perspektif yuridis pelanggaran” dibidang HaKi dapat ditegakkan

melalui 3 (tiga) perangkat hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata
dan’ hukum pidana. Kehadnran sanksi pidana dalam undang-undang
administrasi mempunyai ﬁmgm yang sangat strategis, sebagai pengancam

-yang utama baik dari segi prevensi special dan prevens: genem{ terhadap

selldp pelanggaran dl bidang HaKI.

" PUJIYONO,SH.HUM, Dosen Fakultas Hukum UNDIP Semarang .






